
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 29 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A S E K R B T A R I A T DBWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah d i te tapkannya 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kahupaten Pacitan, mengakibatkan perubahan tipe, 
maka Peraturan B u p a t i Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, 
serta Tata Keija Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kahupaten Pacitan per lu d igant i ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi , Susunan 
Organisasi, serta Tata Keija Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 



3. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kahupaten/Kota; 

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kahupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kahupaten Pacitan 
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kahupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ; 

MBMUTUSKAN: 

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS 
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A S E K R E T A R I A T DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kahupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Pacitan. 
c. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kahupaten Pacitan. 
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se lanjutnya dis ingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten Pacitan. 
f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kahupaten Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Sekretaris DPRD dedam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional 
bertanggung)awab kepada p imp inan DPRD dan secara admin is t ra t i f berada 
d i bawah dan bertanggungjawab kepada Bupa t i mela lu i Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat DPRD d ip imp in oleh Sekretaris DPRD. 

Pasal 3 

Sekretariat DPRD mempunya i tugas member ikan layanan admin is t ra t i f terhadap 
pelaksanaan tugas anggota DPRD yang me l iput i pelayanan admin is t ras i u m u m , 
persidangan dan perundang-undangan, serta keuangan. 

Pasal 4 

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan adminis t ras i kesekretariatan DPRD; 
b. pemberian d u k u n g a n layanan adminis tras i u m u m DPRD; 
c. pemberian d u k u n g a n layanan adminis t ras i persidangan DPRD; 
d. pemberian dukungan layanan adminis tras i keuangan DPRD; 



e. penyelenggaraan d u k u n g a n pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD da lam ha l 
penyusunan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan; 

f. penyelenggaraan koordinasi dan fasil itasi penyediaan tenaga ah l i yamg 
d iper lukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
kebu tuhan ; dan 

g. pelaksanaan tugas la in sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang 
ber laku. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terd i r i dar i : 
a. Bagian U m u m ; 
b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; 
c. Bagian Program dan Keuangan; 
d. Bagian Fasil i tasi Penganggaran dan Pengawasan; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional . 

BAB I I I 
BAGIAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Bagian U m u m berada d i bawah dan ber tanggung jawab kepada Sekretaris 
DPRD. 

(2) Bagian U m u m d ip imp in oleh Kepala Bagian. 

Pasal 7 

Bagian U m u m mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD 
dib idang admin is t ras i u m u m . 

Pasal 8 

Bagian U m u m da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD; 
b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD; 
c. mengelola admin is t ras i einggota DPRD; 
d. memfasi l i tasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; 
e. menyediakan tenaga ah l i sesuai dengan k e b u t u h a n DPRD; 
f. menyediakan fasil itasi f raksi DPRD; 
g. menyelenggarakan pengadaan dan pemel iharaan kebu tuhan r u m a h tangga 

DPRD; 
h . menyelenggarakan pengadaan dan pemel iharaan sarana dan prasarana 

DPRD; 
i . menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab 

DPRD; dan 
j . pelaksanaan fungsi l a in yang diber ikan Sekretaris DPRD sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Bagian U m u m , te rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan 
c. Sub Bagian Perlengkapan. 

Bagian Ketiga 
Sub BagianTata Usaha dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian U m u m yang terka i t dengan tata 
usaha dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Sub Bagian Tata Usaha 

dan Kepegawaian; 
b. menyusun perencanaan k e b u t u h a n ta ta usaha dan kepegawaian 

Sekretariat DPRD; 
c. melaksanakan surat -menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD 

dan p imp inan DPRD; 
d. melaksanakan kearsipan; 
e. menyusun adminis t ras i kepegawaian; 
f. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan adminis tras i 

kepegawaian; 
g. meny iapkan bahan adminis t ras i kepegawaian; 
h . menganalisis k e b u t u h a n dan merencanakan penyediaan tenaga ahl i ; 
i . memfasi l i tasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD; 

j . meny iapkan bahan adminis t ras i pembuatan daftar U r u t kepangkatan 
dan formasi pegawai; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian u m u m . 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Rumah Tangga 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Rumah Tangga berada d i bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Rumah Tangga d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian U m u m yang terka i t dengan pelayanan r u m a h tangga. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Sub Bagian Rumah 

Tangga; 



b. menyusun perencanaan kebu tuhan r u m a h tangga Sekretariat DPRD; 
c. mengatur dan memel ihara kehersihan kantor komplek Sekretariat 

DPRD; 
d. mengatur dan memel ihara ha laman dan taman d i komplek Sekretariat 

DPRD; 
e. mengelola dan memel ihara kebu tuhan r u m a h tangga Sekretariat 

DPRD; 
f. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD; 
g. memfasi l i tasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan; dan 
h. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian U m u m . 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Perlengkapan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Perlengkapan berada d i bawah dan ber tanggung jawab kepada 
Kepala Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Perlengkapan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Perlengkapan, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bagian U m u m terka i t dengan perlengkapan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Sub Bagian 

Perlengkapan; 
b. meny iapkan bahan perencanan program kegiatan perlengkapan; 
c. mengadakan harang dan jasa k e b u t u h a n perlengkapan Sekretariat 

DPRD; 
d. mend is t r ibus ikan dan pengendalian bahan perlengkapan; 
e. merencanakan pemel iharaan alat-alat perlengkapan; 
f. menyediakan, mengurus, meny impan dan mengeluarkan harang u n t u k 

keper luan DPRD dan Sekretariat DPRD; 
g. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan 

dinas d i Sekretariat DPRD; 
h . mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi u n t u k 

keper luan DPRD dan Sekretariat DPRD; 
i . melaksanakan pemel iharaan sarana, prasarana dan gedung; dan 
j . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian U m u m . 

BAB IV 
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 



(2) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan d ip imp in oleh Kepala 
Bagian. 

Pasal 17 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat DPRD dib idang persidangan dan perundang-
undangan. 

Pasal 18 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi: 
a. menyelenggarakan kaj ian perundang-undangan; 
b. memfasi l i tasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah; 
c. memfasi l i tasi penyusunan naskah akademik dan dra f Rancangan Peraturan 

Daerah in is ia t i f DPRD; 
d. memveri f ikasi , mengevaluasi dan menganalisis p roduk penyusunan 

Peraturan Perundang-Undangan; 
e. mengumpu lkan bahan penyiapan dra f Rancangan Peraturan Daerah 

in is ia t i f DPRD; 
f. memfasi l i tasi penyelengaraan persidangan; 
g. penyusunan r isalah rapat; 
h . pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 
i . memveri f ikasi , mengkoordinasi dan mengevaluasi daftar inventar is masalah 

(DIM); 
j . memverif ikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi r isalah rapat; 
k. menyelenggarakan h u b u n g a n masyarakat; 
1. menyelenggarakan publ ikas i ; 
m. menyelenggarakan keprotokolan; dan 
n . melaksanakan fungsi la in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; 
b. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan; dan 
c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi . 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Persidangan dan Risa lah 

Pasal 20 

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. 

(2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah d i p imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 21 

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terkai t 
dengan persidangan dan r isa lah. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyiapkan dan merencanakan program, j adwa l rapat, dan sidang; 
b. meny iapkan mater i dan bahan rapat DPRD; 



c. menyusun risalah, notu len , resume, catatan rapat-rapat; 
d. memfasi l i tasi rapat-rapat alat kelengkapan dan rapat pa r ipurna 

DPRD; 
e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; 
f. menyiapkan penyelenggaraan perggantian antar w a k t u dan 

pe lant ikan anggota DPRD; 
g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

persidangan; 
h . menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah; dan 
i . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian 

Persidangan dan Perundang-Undangan. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Kaj ian Perundang-undangan 

Pasal 22 

(1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. 

(2) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 23 

(1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terkai t 
dengan kaj ian perundang-undangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan kaj ian perundang-

undangan; 
b. menyiapkan bahan dan a tu ran kaj ian perundang-undangan sebagai 

referensi; 
c. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik; 
d. membuat konsep bahan koordinas i penyiapan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah atas hak in is ia t i f DPRD; 
e. Menyiapkan bahan Peraturan dan Keputusan DPRD; 
f. menyusun bahan Daftar Inventar is ir Masalah (DIM) 
g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Kajian Perundang-Undangan; 
h . menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kajian Perundang-

Undangan; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian 

Persidangan dan Perundang-Undangan. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi 

Pasal 24 

(1) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikas i berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan. 

(2) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi d i p imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 25 

(1) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publ ikasi , mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan yang terkai t dengan humas, protokol dan publ ikas i . 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun dan mengendal ikan program kerja Sub Bagian Humas, 

Protokol dan Publ ikasi ; 
b. meny iapkan bahan perencanaan program kegiatan humas , protokol 

dan pub l ikas i ; 
c. menyusun bahan komun ikas i dan pub l ikas i , penataan secara 

sistematis atas Produk H u k u m dan has i l persidangan serta naskah-
naskah Dinas yang la in ; 

d. melaksanakan sistem j a r ingan dokumentas i dan informasi h u k u m ; 
e. merancang admin is t ras i kun j ung an kerja DPRD; 
f. menyusun bahan keprotokolan p imp inan DPRD; 
g. merencanakan kegiatan DPRD; 
h . merencanakan keprotokolan p imp inan DPRD; 
i . melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

humas , protokol dan publ ikas i ; 
j . menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Humas, Protokol 

dan Publ ikasi ; dan 
k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian 

Persidangan dan Perundang-Undangan. 

BAB V 
BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 26 

(1) Bagian Program dan Keuangan berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris DPRD. 

(2) Bagian Program dan Keuangan d ip imp in oleh Kepala Bagian. 

Pasal 2 7 

Bagian Program dan Keuangan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat DPRD dib idang keuangan. 

Pasal 28 

Bagian Program dan Keuangan da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi : 
a. menyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; 
b. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD; 
c. memveri f ikasi perencanaan k e b u t u h a n r u m a h tangga Sekretariat DPRD; 
d. memveri f ikasi k e b u t u h a n perlengkapan Sekretariat DPRD; 
e. menyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD; 
f. melaksanakan pengelolaan keuangan P impinan, Anggota dan Sekretariat 

DPRD; 
g. mengkoordinas ikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD; 
h . memveri f ikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD; 
i . mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Sekretariat DPRD; 
j . mengkoordin ir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD; 
k. mengevaluasi pengadministrasian dan akun tans i keuangan Sekretariat 

DPRD; 
1. menyusun laporan kiner ja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan 
m. melaksanakan fungsi la in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

Bagian Program dan Keuangan, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran; 
b. Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan; dan 
c. Sub Bagian Verif ikasi. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran 

Pasal 30 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 31 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan penganggaran, mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Program dan Keuangan terkai t 
dengan perencanaan dan penganggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun bahan perencanaan Anggaran DPRD; 
b. menyusun RKA dan DPA baik m u m i m a u p u n perubahannya; 
c. menyusun pe tun juk teknis pelaksanaan Anggaran DPRD; 
d. menyusun perencanaan kebu tuhan r u m a h tangga DPRD; 
e. merencanakan k e b u t u h a n perlengkapan Sekretariat DPRD 
f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

perencanaan dan penganggaran; 
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan 

Penganggaran; dan 
j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Program 

dan Keuangan. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

Pasal 32 

(1) Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Program dan Keuangan. 

(2) Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 33 

(1) Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Program dan Keuangan terkai t dengan akuntas i dan 
pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Akun tans i dan Pelaporan; 
b. merencanakan penatausahaan keuangan; 
c. menyusun pengadministrasian dan p embukuan keuangan; 
d. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara da lam pelaksanaan 

belanja dan per tanggungjawaban keuangan; 



e. melaksanakan pengelolaan keuangan p imp inan , anggota dan 
sekretariat DPRD; 

f. menganalisis laporan keuangan; 
g. menganalisis laporan kinerja; 
h . menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 
i . menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Akun tans i dan 

Pelaporan; dan 
j . melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh kepala Bagian 

Program dan Keuangan. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Veri f ikasi 

Pasal 34 

Sub Bagian Verif ikasi berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Program dan Keuangan. 
Sub Bagian Verif ikasi d i p imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 35 

Sub Bagian Verif ikasi, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bagian Program dan Keuangan terkai t dengan verif ikasi. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan d ib idang verif ikasi; 
b. memeriksa, menel i t i dan meni la i surat pertanggungjawaban (SPJ) 

realisasi anggaran DPRD; 
c. mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK 

u n t u k pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS L ingkup DPRD; 
d. member ikan peringatan atau teguran kepada bendaharawan >ang 

t idak membuat laporan; 
e. mencatat hasi l pengesahan uang SPJ dan mengadakan pemeriksaan 

penel i t ian b u k t i penyetoran kembal i sisa; 
f. melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis 

mengenai penerimaan dan pengeluaran DPRD; 
g. mengadakan penel i t ian terhadap b u k u penerimaan dan pengeluaran 

serta membuat nota pendapatan pemeriksaan b u k u kas u n t u k 
mengetahui posisi kas DPRD; 

h . memveri f ikasi perencanaan k e b u t u h a n r u m a h tangga; 
i . memveri f ikasi k e b u t u h a n perlengkapan sekretariat DPRD 

j . mengadakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi sesuai 
ke tentuan yang ber laku; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Verif ikasi; dan 
1. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Program 

dan Keuangan. 



BAB VI 
BAGIAN FAS IL ITAS I PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 36 

(1) Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. 

(2) Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan d ip imp in oleh Kepala 
Bagian. 

Pasal 3 7 

Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat DPRD dib idang fasil itasi penganggaran dan 
pengawasan. 

Pasal 38 

Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi: 
a. memfasi l i tasi , memverif ikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA 

PPAS/KUPA PPAS Perubahan; 
b. memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengordinasikan Pembahasan 

APBD/APBDP; 
c. memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
d. memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan 

semester pertama dan prognosis enam bu lan ber ikutnya ; 
e. memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan 

keterangan pertanggungjawaban Bupa t i ; 
f. memfasi l i tasi , memverif ikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap 

t i ndak lan ju t hasi l pemeriksaan BPK RI; 
g. memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat; 
h . memfasi l i tasi , mengoordinasikan dan mengevaluasi r u m u s a n rapat da lam 

rangka pengawasan; 
i . memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan 

penegakan kode et ik DPRD; 
j . memfasi l i tasi , memverif ikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan 

penggunaan anggaran; 
k. memfasi l i tasi , memveri f ikasi , dan mengoordinasikan pengawasan 

pelaksanaan kebi jakan; 
1. memfasi l i tasi , memveri f ikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-

pokok p ik i r an DPRD; 
m. memfasi l i tasi , memverif ikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama 

daerah; dan 
n . melaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 39 

Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Fasil itasi Penganggaran; 
b. Sub Bagian Fasil itasi Pengawasan; dan 



Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Fas i l i tas i Anggaran 

Pasal 40 

Sub Bagian Fasil i tasi Penganggaran berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Fasil i tasi Penganggaran dan Pengawasan. 
Sub Bagian Fasil itasi Penganggaran d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 41 

Sub Bagian Fasil i tasi Penganggaran, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan terkai t 
dengan fasil itasi penganggaran. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan; 
b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP; 
c. menyusun bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

pertangungjawaban pelaksanaan APBD; 
d. menyusun beihan pembahasan laporan semester pertama dan 

prognosis enam bu lan ber ikutnya ; 
e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan 

pertangungjawaban kepala daerah; 
f. menyusun bahan pembahasan terhadap t indak l an ju t hasi l 

pemeriksaan BPK RI; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Fasil itasi 

Penganggaran dan Pengawasan. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Fas i l i tas i Pengawasan 

Pasal 42 

Sub Bagian Fasil itasi Pengawasan berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan; 
Sub Bagian Fasil itasi Pengawasan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 43 

Sub Bagian Fasil itasi Pengawasan, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan terkai t 
dengan fasil itasi pengawasan. 
Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan Sub Fasi l i tasi Pengawasan; 
b. mengkaji u lang r u m u s a n rapat da lam rangka pengawasan; 
c. merancang bahan rapat-rapat in te rna l DPRD; 
d. menganalisis bahan da lam pelaksanaan penegakan kode et ik DPRD; 
e. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran: 
f. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebi jakan; dan 
g. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh kepala Bagian 

Fasi l i tasi Penganggaran dan Pengawasan. 



Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi 

Pasal 44 

(1) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi berada d ibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bagian Fasil i tasi Penganggaran dan Pengawasan. 

(2) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi d i p imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 45 

(1) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Fasil itasi Penganggaran dan Pengawasan terka i t 
dengan kerjasama dan aspirasi. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. menyusun program kegiatan d ib idang kerjasama dan aspirasi ; 
b. memfasi l i tasi reses DPRD; 
c. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemer intah dan 

masyarakat; 
d. menganalisis data/bahan d u k u n g a n j a r ingan aspirasi; 
e. menyusun pokok-pokok p ik i r an DPRD; 
f. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dengan p ihak la in ; 
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kerjasama dan 

Aspirasi; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Fasil itasi 

Penganggaran dan Pengawasan. 

BAB V I I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 46 

(1) Pejabat fungsional berkedudukan d ibawah dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat adminis trator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l i k i keterka i tan dengan pelaksanaan 
tugas JF. 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan te r tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional te rd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

BAB VI I I 
TATA K E R J A 

Pasal 4 7 

Dalam ha l Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas 
Sekretaris DPRD di laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 



Pasal 48 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
j aba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisas i ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi la in 
d i luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang 
d ipe r lukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggungjawab memimp in dan 
mengkoordinas ikan bawahannya masing-masing dan member ikan 
b imbingan serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib dio lah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan jut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk-pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Da lam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunya i h u b u n g a n kerja. 

(7) Da lam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d i ban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB I X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 49 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana t e rcantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i 
i n i . 

B A B X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 50 
(1) Nomenklatur dan nama j aba tan pada Sekretariat DPRD tetap mengacu 

pada Peraturan Bupa t i Nomor 52 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas 
Dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 
Kahupaten sampai dengan pe lant ikan pejabat baru sesuai dengan 
Peraturan Bupa t i i n i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupa t i Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi , Susunan Organisasi serta ta ta kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kahupaten Pacitan sampai dengan pe lant ikan pejabat ba ru 
sesuai dengan Peraturan Bupa t i i n i 



BAB X I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan Bupa t i Nomor 52 
T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta 
ta ta kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten Pacitan 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku lagi. 

Pasal 52 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kahupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 - 5 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

S E K R E T A R I S DAERAH 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

Diundangkan di Pacitan 
Pada Tanggal 25 Mei 2 0 2 0 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 3 7 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 3 7 TAHUN 2 0 2 0 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A S E K R E T A R I A T DEWAN 
PERWAKILAN R A K Y A T D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

S T R U K T U R ORGANISASI S E K R E T A R I A T DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

SEKRETARIS DPRD 

BAGIAN PROGRAM DAN 
KEUANGAN 

BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN DAN 

PENGAWASAN 

SUB BAGIAN TATA USAHA 
DAN KEPEGAWAIAN 

SUB B A G I A N R U M A H TANGGA 

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN 

SUB BAGIAN PERSIDANGAN 
DAN RISALAH 

SUB BAGIAN KAJ IAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

SUB BAGIAN HUMAS , 
PROTOKOL DAN PUBLIKASI 

S U B BAGIAN PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN 

SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN 

SUB BAGIAN VERIF IKASI 

SUB BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN 

SUB BAGIAN FASILITASI 
PENGAWASAN 

SUB BAGIAN KERJASAMA DAN 
ASPIRASI 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


